
1950 tentang 
Besar dalam 
Tengah, Djawa 

bagaimana telah 
13 Tahun 1954 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
Pembentukan Daerah-daerah Kota 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Oja, 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkai dan konsistensi 
antara perencanaan, penganggaran, p laksanaan dan 
pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Pekalongan serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 
26 ayat (2) Undang-Undang Republik Ind nesia Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencana Pembangunan 
Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta P sal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaim a telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang- ndang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang trubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Republik Indonesia r~omor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, ielah ditetapkan 
Peraturan Walikota Nomor 43 Tahu9 2019 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun f020; 

b. bahwa sehubungan dengan perubahan fsumsi kerangka 
ekonomi daerah dan kerangka pendanrup1 serta rencana 
program dan kegiatan prioritas daerah, lmaka Peraturan 
Walikota Tahun 2019 tentang Rencana erja Pemerintah 
Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimakst d dalam huruf a 
perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebag irnana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu mene pkan Peraturan 
Walikota Pekalongan tentang Perubah Atas Peraturan 
Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahu 2019 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahuri 020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA PEKALONGAN, 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 44 TAHUN 2020 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Meng· gat 

Menim ang 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PE.IV\L\j!NGAN 
NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA P MERINTAH 

DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 



9 Tahun 2018 
ota Pekalongan 
Pembangunan 
Tahun 2016 - 

Tahun 2018 

tentang Perubahan Undang-Undang No or 16 dan 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- ota Besar dan 
Kota- kota Ketjil di Djawa (Lembaran egara Republik 
Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tamb han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ( baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn r 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran N ara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), se agaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan ndang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah n Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne ara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamb han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahu 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya D erah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II ekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3381); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pe9gendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembalgunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahfn 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik donesia Nomor 
4698); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (4mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn r 5887); 

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomo 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Peran at Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pe alongan Tahun 
2016 Nomor 5); 

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomo 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencan 
Jangka Menengah Daera.h Kota Pekalong 
2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalong 
Nomor 9); 

Mempe hatikan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik donesia Nomor 
86 Tahun 2017 tentang Tata Car Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangun Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan aerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjan Daerah Dan 



SERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 N MOR 44 

Diu dangkan di Pekalongan 
Pad tanggal 5 Agustus 2020 

M. SAELANY MAC FUDZ 

ttd 

W ALIKOTA PEKAL 
Cap 

Ditetapkan di Pekalo gan 
pada tanggal 5 Agus us 2020 

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund gan Peraturan 
Waliko ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kata P kalongan. 

Pasal II 
Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

Pasal I 
Ketent an dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan mor 43 Tahun 
2019 tfntang Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2020 (B "ta Daerah Kota 
Pekalo gan Tahun 2019 Nomor 43), diubah sehingga menj di sebagaimana 
tercan m dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak erpisahkan dari 
Peratu an Walikota ini. 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PE UBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONG NOMOR 43 
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KER A PEMERINTAH 
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 20 0. 

MEMUTUSKAN: 

Daerah, Serta 
gunan Jangka 
gka Menengah 

rah; 
3 Tahun 2019 

Tahun 2020 
Nomor 43); 

Rencana Pembangunan Jangka Meneng 
Tata Cara Perubahan Rencana Pemb 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan J 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah D 

2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daer 
(Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 201 

Menet kan 



M. SAELANY MAC FUDZ 

ttd 
Cap 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PE.~ ~·~NGAN 
TAHUN 2020 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOT PEKALONOAN 
NOMOR 44 TAHUN 020 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PE ATURAN WALIKOTA 
PEKALONGAN NOMOR 43 TAHUN 2019 
TENTANO RENCANA RJA PEMERINTAH 
DAERAH KOTA PEKAL NGAN TAHUN 2020 


